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BAB VillI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 32

(1) Barangsiapa melakukan perbuatan yang tercantum dalam Pasal 25,
Pasal 26° Pasal 27°, dan Pasal 28* Undang-undang ini dipidana penjara

! pasal 25
Dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai :

a.
b.

g.

alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang bertanda batal;

alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang tidak bertanda tera sah
yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku, kecuali seperti
yang tersebut dalam Pasal 12 huruf b Undang-undang ini;

alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang tanda teranya rusak;
alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang setelah padanya
dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi panjang, isi, berat
atau penunjukkannya, yang sebelum dipakai kembali tidak disahkan oleh pegawai
yang berhak.

alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang panjang, isi, berat atau
penunjukkannya menyimpang dari nilai yang seharusnya daripada yang diizinkan
berdasarkan Pasal 12 huruf ¢ Undang-undang ini untuk tera ulang;

alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang mempunyai tanda
khusus yang memungkinkan orang menentukan ukuran, takaran, atau timbangan
menurut dasar dan sebutan lain daripada yang dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7
Undang-undang ini;

alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya untuk keperluan lain
daripada yang dimaksud dalam atau berdasarkan Undang-undang ini;

di tempat usaha; di tempat untuk menentukan ukuran atau timbangan untuk kepentingan
umum; di tempat melakukan penyerahan-penyerahan; di tempat menentukan pungutan
atau upah yang didasarkan pada ukuran atau timbangan.

Penjelasan:
Pasal 25

Maksud adanya larangan ini ialah untuk melindungi agar tidak ada pihak
yang dirugikan akibat dari pemakaian alat alat ukur, takar, timbang atau
perlengkapannya yang tidak memenuhi kebenaran, kepekaan dan ketepatan
penunjukannya.

2
Pasal 26
Dilarang menawarkan untuk dibeli, menjual, menawarkan untuk disewa, menyewakan,
mengadakan persediaan untuk dijual, disewakan atau diserahkan atau memperdagangkan
secara bagaimanapun juga :

a.
b.

alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang bertanda tera batal;
alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang tidak bertanda tera sah
yang berlaku, atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku, kecuali seperti
yang tersebut dalam Pasal 12 huruf b Undang-undang ini;

alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang tanda jaminannya
rusak.

Penjelasan:
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selama-lamanya 1 (satu) tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp.
1.000.000,- (satu juta rupiah).

(2) Barangsiapa melakukan perbuatan yang tercantum dalam Pasal 30° dan
Pasal 31° Undang-undang ini dipidana penjara selama-lamanya 6 (enam)

Pasal 26
Tujuannya adalah untuk melindungi pembeli, penyewa atau pemakai agar
tidak mendapatkan atau memperoleh alat alat ukur, takar timbang dan atau
perlengkapannya yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan
berdasarkan Undang-undang ini.
% Pasal 27

(1) Dilarang memasang alat ukur, alat penunjuk atau alat lainnya sebagai tambahan pada
alat-alat ukur, takar atau timbang yang sudah ditera atau yang sudah ditera ulang.

(2) Alat-alat ukur, takar atau timbang yang diubah atau ditambah dengan cara
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diperlakukan sebagai tidak ditera
atau tidak ditera ulang.

Penjelasan:

Pasal 27
Pemasangan alat-alat baru atau tambahan pada alat-alat ukur, takar,
timbang dan atau perlengkapannya yang sudah ditera atau sudah ditera
ulang akan mempengaruhi keasliannya dan juga memungkinkan adanya
penyimpangan-penyimpangan dari syarat-syarat teknis. Berhubung dengan
adanya penambahan ini, maka alat tersebut diperlakukan sebagai tidak
ditera atau tidak ditera ulang.

4 Pasal 28

Dilarang pada tempat-tempat seperti tersebut dalam Pasal 25 Undang-undang ini

memakai atau menyuruh memakai:

a. alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dengan cara lain atau dalam
kedudukan lain daripada yang seharusnya;

b. alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya untuk mengukur, menakar atau
menimbang melebihi kapasitas maksimumnya;

c. alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya untuk mengukur, menakar,
menimbang atau menentukan ukuran kurang daripada batas terendah yang ditentukan
berdasarkan Keputusan Menteri.

Penjelasan:

Pasal 28
Sifat dan kemampuan untuk dapat memberikan pelayanan yang benar dan
dalam batas-batas kesalahan yang diizinkan terhadap penggunaan alat-alat
ukur, takar, timbang dan perlengkapannya perlu ditaati, agar dalam
pemakaian tidak merugikan pemakai atau pihak yang dilayani oleh alat
tersebut.

® Pasal 30
Dilarang menjual, menawarkan untuk dibeli, atau memperdagangkan dengan cara apapun
juga, semua barang menurut ukuran, takaran, timbangan atau jumlah selain menurut
ukuran yang sebenarnya, isi bersih, berat bersih atau jumlah yang sebenarnya.
Penjelasan:
Pasal 30
Dapat dimaklumi bahwa para pemakai barang (konsumen) menghendaki
untuk mendapatkan barang dalam ukuran, isi, berat atau jumlah yang tepat.
® pasal 31

Dilarang membuat, mengedarkan, membungkus atau menyimpan untuk dijual, atau

menawarkan untuk dibeli, semua barang dalam keadaan terbungkus yang ukuran, isi

bersih, berat bersih atau jumlah hitungannya :

a. kurang daripada yang tercantum pada bungkus atau labelnya, atau

b. menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 22 Undang-undang ini.
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bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu
rupiah).

(3) Pelanggaran terhadap perbuatan yang tercantum dalam Pasal 227, Pasal
23% dan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3)° Undang-undang ini dipidana

Penjelasan:
Pasal 31
Pasal ini dimaksud untuk mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak sehat
atau tidak jujur dari para pembuat, pembungkus dan atau pengedar barang
untuk mengambil keuntungan dari ukuran, isi, berat atau jumlah yang
diserahkan/dijual.
" Pasal 22

(1) Semua barang dalam keadaan terbungkus yang diedarkan, dijual, ditawarkan atau
dipamerkan wajib diberitahukan atau dinyatakan pada bungkus atau pada labelnya
dengan tulisan yang singkat, benar dan jelas mengenai:

a. nama barang dalam bungkusan itu;

b. ukuran, isi, atau berat bersih barang dalam bungkusan itu dengan satuan atau
lambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 7 Undang-
undang ini;

c. jumlah barang dalam bungkusan itu jika barang itu dijual dengan hitungan.

(2) Tulisan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus dengan angka Arab dan
huruf latin disamping huruf lainnya dan mudah dibaca.

Penjelasan:

Pasal 22

Ayat (1)  Selaras dengan pesatnya kemajuan produksi dan perdagangan, maka
barang-barang dagangan dalam keadaan terbungkus mempunyai peranan
dan merupakan suatu usaha untuk memudahkan penjualan dan transpor
barang dalam penjualannya. Oleh karena itu perlu adanya suatu peraturan
yang menentukan keharusan menyatakan ukuran, berat bersih, isi bersih
atau jumlah yang sebenarnya bagi barang-barang yang dijual dalam
bungkusan.
Yang dimaksud barang, disini tidak termasuk makanan atau barang lain
yang mudah basi atau tidak tahan lebih lama dari 7 (tujuh) hari. Bila suatu
barang dijual berdasarkan ukuran berat atau isi dimasukkan . dalam
bungkusan, akan memberikan kesulitan bagi pembeli untuk mengetahui
secara pasti ukuran, berat, isi bersih atau jumlah dalam bungkusan, karena
tidak ada jalan lain untuk mengetahuinya selain daripada membuka
bungkusan atau akan menerima begitu saja tentang isinya.
Ukuran besarnya bungkusan tidak selalu memberikan anggapan yang benar
tentang ukuran, berat bersih, isi bersih atau jumlahnya. Tanpa
memberitahukan atau menonjolkan ukuran, berat bersih, isi bersih atau
jumlah akan menimbulkan keragu-raguan bagi pemakai barang (konsumen)
dalam membeli barang-barang dalam keadaan terbungkus.
Oleh karena itu sangat perlu atau diwajibkan pencantuman tentang ukuran,
berat bersih, isi bersih atau jumlah yang sebenarnya terhadap barang
barang yang dijual dalam keadaan terbungkus dengan jelas, terang serta
mudah dibaca pada setiap bungkusan.

Ayat (2)  Cukup jelas.

8 pasal 23

(1) Pada tiap bungkus atau label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-undang
ini wajib dicantumkan nama dan tempat perusahaan yang membungkus.

(2) Semua barang yang dibuat atau dihasilkan oleh perusahaan yang dalam keadaan tidak
terbungkus dan diedarkan dalam keadaan terbungkus, maka perusahaan yang
melakukan pembungkusan diwajibkan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 Undang-undang ini serta menyebutkan nama dan tempat kerjanya.
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kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya
Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
Penjelasan:
Pasal 32 Cukup jelas.
Pasal 33
(1) Perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat
(2) Undang-undang ini adalah kejahatan.
(2) Perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-
undang ini adalah pelanggaran.
(3)Barang yang menjadi bukti kejahatan dan atau pelanggaran dapat
dirampas untuk kepentingan Negara.
Penjelasan:
Pasal 33 Cukup jelas.
Pasal 34
(1) Suatu perbuatan kejahatan atau pelanggaran yang berdasarkan Undang-
undang ini diancam hukuman apabila dilakukan oleh suatu badan usaha,
maka tuntutan dan atau hukuman ditujukan kepada :
a. pengurus, apabila berbentuk badan hukum;
b. sekutu aktif, apabila berbentuk persekutuan/perkumpulan orang-
orang;
c. pengurus, apabila berbentuk yayasan;

Penjelasan:
Pasal 23

Ayat (1) Pengawasan terhadap barang-barang dalam keadaan terbungkus
dapat dilakukan melalui kewajiban bagi pengusaha untuk mencantumkan
nama dan tempat perusahaannya.

Ayat (2)  Cukup jelas.

® Pasal 29

(1) Dilarang menggunakan sebutan dan lambang satuan selain yang berlaku menurut
Pasal 7 Undang-undang ini pada pengumuman tentang barang yang dijual dengan
cara diukur, ditakar, ditimbang, baik dalam surat kabar, majalah atau surat tempelan,
pada etiket yang dilekatkan atau disertakan pada barang atau bungkus barang atau
pada bungkusnya sendiri, maupun pemberitahuan lainnya yang menyatakan ukuran,
takaran atau berat.

(3) Pada benda bergerak yang dijual menurut ukuran, takaran, atau timbangan di dalam
bungkusnya yang asli harus dicantumkan sebutan atau lambang satuan yang berlaku
menurut Pasal 7 Undang-undang ini tatkala benda itu dimasukkan ke wilayah
Republik Indonesia.

Penjelasan:

Pasal 29

Ayat (1) Larangan tersebut dimaksud agar benar-benar ditaati maksud dari
Undang-undang ini dalam usahanya mencapai keseragaman penulisan dan
penyebutan satuan dan lambang satuan ukuran yang berdasarkan Satuan
Sistem Internasional,

Ayat (3) Dimaksud untuk mencegah persaingan tidak jujur antara produsen
luar negeri dan produsen dalam negeri mengenai ukuran. Demikian juga
untuk melindungi konsumen agar dapat memilih kebutuhannya secara
ekonomis.
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d. wakil atau kuasanya di Indonesia, apabila kantor pusatnya
berkedudukan di luar wilayah Republik Indonesia.

(2) Perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi perbuatan-
perbuatan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai atau kuasanya yang
karena tindakannya melakukan pekerjaan untuk badan usaha yang
bersangkutan.

(3) Bila orang-orang tersebut dalam ayat (1) sub a, b, ¢, dan d pasal ini
ternyata tidak bersalah atas perbuatan itu, maka tuntutan dan hukuman
dikenakan kepada mereka yang sengaja memimpin melakukan,
menyuruh melakukan atau karena kelalaiannya mengakibatkan perbuatan
kejahatan atau pelanggaran.

(4) Apabila ternyata perbuatan orang-orang tersebut pada ayat (2) pasal ini
yang oleh karenanya menyebabkan pelaksanaan kewajiban keuangan,
maka kewajiban tersebut dibebankan kepada badan usaha yang
bersangkutan.

(5) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan
oleh badan usaha lain yang bertindak atas namanya, maka ketentuan ayat
(1) sub a, b, c, dan d pasal ini berlaku juga untuk badan usaha lain
tersebut.

Penjelasan:
Pasal 34
Tujuan dari Pasal ini ialah untuk memudahkan dilakukannya
penuntutan bila terjadi suatu pelanggaran terhadap Undang-
undang ini yang dilakukan oleh suatu badan hukum, persero-
an, persekutuan/perkumpulan orang-orang atau yayasan.
Pasal 35

(1) Alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang disita
tetapi tidak dirampas, tidak dikembalikan kepada yang berhak sebelum
barang-barang itu atas biayanya ditera atau ditera ulang.

(2) Penyitaan dilakukan menurut tatacara yang ditentukan oleh Hukum
Acara Pidana yang berlaku.

Penjelasan:

Pasal 35
Alat-alat ukur, takar, timbang atau perlengkapannya yang atas
keputusan Pengadilan dinyatakan tidak dirampas, bukanlah
berarti bahwa alat tersebut boleh dipakai lagi atau tidak
melanggar lagi tanpa ditera/tera ulang. Berhubung dengan itu
dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka
alat itu harus ditera/tera ulangkan atas biaya pemiliknya.



